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BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 133
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah
dan Bantuan Sosial;

1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



Memperhatikan

10.

11;

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Uang MNegara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Bupati Luwu Timur Momor 16 Tahun 2007
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/5] tahun
2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG TATA CARA

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

100 S B AR o

10.

11.

13,

13.

14.

15.

Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten
Luwu Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur;

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna
anggaran/barang;

Satuan Kerja iPengeIula Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala
SKPKD yanngempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah;

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

Pengguna Aniggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;



16.

15.

20,

21.

22.

(1)

(2)

hngg{arén Pendtpatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD_adaIah rencana
keuangan tahuhan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pefmerintah daer‘ah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian

hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya;

. Bantuan sosial| adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian

bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang
kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik;

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

Surat Perintah Pencairan Dana vang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen
yvang digunakan sebagai dasar pencairan dana vyang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan SPM,

BAB I
KETENTUAN DASAR BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH
Bagian Pertama
Tujuan dan Sifat

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan scsial adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan
sosial dan ekonomi masyarakat termasuk mendukung kelestarian lingkungan hidup
dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Tujuan pemberian hibah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan Daerah, meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, dan meningkatkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah.

Pasal 3

Sifat bantuan sosial dan bantuan hibah adalah sebagai berikut :

a.
b.

Stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah;

Diutamakan Llntul( program/kegiatan yang umumnya sulit untuk dilaksanakan secara
efektif oleh SKPD;

Diberikan secara selektif;

d. Tidak mengikat atau tidak terus menerus, dalam arti bahwa pemberian bantuan

tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; dan
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e. Peng'an'ggaran ya memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah sehingga tidak
mengganggu |penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada
masyarakat;

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Penerimaan Organisasi Pemohon

) Pasal 4
(1) Penerima Bantuan Sosial terdiri atas :
a. Organisasi kemasyarakatan;
b. Pengurus tempat ibadah;
c. Yayasan; |
d. Badan Hukum Pendidikan yang tidak dimiliki Pemerintah maupun Pemerintah
Daerah;

e. Partai Politik;
f. Anggota masyarakat; dan
g. Organisasi/kelompok masyarakat lainnya;

(2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
memenuhi ketentuan seperti diatur dalam perundang-undangan bidang organisasi
kemasyarakatan dan terdaftar pada Kantor Kesbang Linmas Pemerintah.

(3) Pengurus tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
organisasi pengurus rumah ibadah yang pendirian atau pemanfaatan bangunannya
sesuai dengan prosedur seperti diatur pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri.

(4) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ harus memenuhi ketentuan
seperti diatur oleh perundang-undangan yayasan dan terdaftar di Kementrian Hukum
dan Hak Azasi Manusia.

(5) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu
pada ketentuan perundangan bidang pendidikan.

(6) Partai politik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan partai
politik dan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu periode
berjalan.

(7) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah anggota
masyarakat yang tercatat kependudukannya dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

(8) Organisasi/kelompok masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
g adalah aﬁjqanisasi bentukan masyarakat yang berkedudukan di Daerah yang
memiliki anggaran dasar dan terdaftar pada Kantor Kesbang Linmas Pemerintah
walaupun belum/tidak berbadan hukum.

Pasal 5

(1) Penerima bantuan hibah terdiri atas :
a. Organisasi kemasyarakatan;
b. Pengurus tempat ibadah;
c. Yayasan,;
d. Pemerintah;
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F;Eﬂ-reﬁntaﬁ Daerah lainnya;
_ PemerintalT Desa;
Organisasi'Semi Pemerintah;

Badan Hukum Pendidikan yang tidak dimiliki Pemerintah maupun Pemerintah
Daerah; dan

> o ™o

i. Perusahaan Daerah;

(2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah lembaga-lembaga
" Pemerintahan Instansi Vertikal yang bekerja dan memiliki kantor di Daerah.

(3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah
Pemerintah Daerah yang berada di luar Daerah Kabupaten Luwu Timur,

(4) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah yang berada
dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

(5) Organisasi Semi Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g adalah seperti
PMI, KONI, Pramuka, PKK dan lain-lain.

(6) Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h mengacu pada
ketentuan perundang-undangan bidang pendidikan.

(7) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i adalah badan usaha
dimana Pemerintan Daerah memiliki saham baik sebagian maupun secara
keseluruhan.

Pasal 6

(1) Ketentuan bantuan sosial untuk partai politk mengikuti peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang bantuan untuk partai poltik.

(2) Seluruh organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) kecuali huruf e dan
Pasal 5 ayat (1) huruf d, e, f, g dan h yang berhak menerima dana bantuan sosial
dan bantuan hibah adalah yang telah berdiri lebih dari satu tahun setelah anggaran
dasarnya terdaftar pada Kantor Kesbang Linmas Pemerintah dan berkedudukan di
Daerah.

(3) Organisasi-organisasi yang memiliki orang yang sama yang duduk pada posisi
manapun dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu proposal untuk
tahun anggaran yang sama.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Penerimaan Kegiatan

Pasal 7

(1) Kegiatan yang dapat didukung oleh dana bantuan sosial adalah kegiatan yang terkait
dengan bidang kerja :
a. Keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan kemanidirian umat dan
peningkatakan kerukuran antar umat beragama,;
b. Kepemudpan termasuk kesehatan remaja, pencegahan dan penanggulangan
penggunaan narkoba;

C. Pemberdéyaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan upaya-upaya
mendukung keadilan gender;

Pendidikan formal, nonformal, informal dan pendidikan berbasis masyarakat;
Upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada rakyat miskin;
Upaya-upaya pengembangan seni dan budaya;

Penguatan harmonisasi antar kelompok-kelompok sosial masyarakat;

e "o A



h. Upaya-upaya untuk memperbaiki dan atau mempertahankan kualitas lingkungan
hidup dan sumberdaya alam;

I " Penguatan |kelembagaan-kelembagaan masyarakat agar dapat berfungsi untuk
memberikan pelayanan bagi warga masyarakat;

j. Pemberdayaan ekonomi lokal baik melalui penguatan usaha kecil dan menengah
maupun usaha lainnya terutama usaha ekonomi kelompok perempuan;

k. Pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik;

|. Pembelaan hak-hak masyarakat terpinggirkan;

- m. Upaya-upaya untuk mendukung pemerintahan yang baik di tingkat daerah; dan
n. Bantuan kemanusiaan untuk menanggulangi kerentanan kehidupan kaum miskin;

(2) Kegiatan yang dapat didukung oleh bantuan hibah adalah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan kegiatan lainnya yang terkait dengan bidang kerja :

a. Pembinaan olahraga prestasi;
b. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi instansi vertikal di Daerah; dan
¢. Peningkatan pelayanan publik di daerah;
(3) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perusahaan daerah.

Pasal 8

(1) Bantuan sosial dan bantuan hibah tidak dapat digunakan sebagai sarana atau modal
usaha yang bersifat mencari keuntungan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk bantuan
permodalan usaha mikro.

(3) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang hasil penjualan tahunannya paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua
ratus juta rupiah).

BAB III

ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Pertama
Anggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah

Pasal 9

(1) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak
langsung atas usulan SKPD.

(2) Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan
oleh SKPD I?Iam kelompok belanja langsung.

(3) Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh
SKPD dalam I-Eielampc-k belanja langsung.

Pasal 10

(1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1)
dilakukan npelalu'l transfer atau tunai kepada penerima.
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(2) Pengadaan dalam bentuk barang modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat
(2) dalam rangka pemberian hibah diperlakukan oleh SKPD sebagai Belanja Modal
unfuk selanjuthya dicatat dan dilaporkan sebagai asset Pemerintah Daerah pada
tahun anggaran berkenaan.

(3) Pada saat penyerahan asset kepada penerima hibah terlebih dahulu dilakukan
penghapusan asset yang bersangkutan.

(4) Penyaluran hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3)
dilakukan melalui kegiatan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 11

dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagal objek pemeriksaan, dalam
bentuk laporan realisasi penggunaan dana, sesuai naskah perjanjian hibah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Hibah dalam §Entuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah

(2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dipertanggung
jawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan
dana sesuai naskah perjanjian hibah.

(3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah
berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan
harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

Pasal 12

(1) Penanggungjawab pengelolaan belanja Hibah dalam bentuk uang adalah PPKD.

(2) Kepala SKPD bertanggungjawab atas wusulan belanja hibah dan laporan

pertanggungjawaban belanja hibah dari penerima hibah, kepada Pemerintah Daerah
melalui SKPKD.

Bagian Kedua
Anggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial

Pasal 13

(1) Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang.

(2) Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja
tidak langsung dan disalurkan melalui transfer atau tunai kepada penerima bantuan.

(3) Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung.

(4) Proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada
penerima bantuan melalui penyerahan asset oleh Pemerintah Daerah.

(5) Penyerahan asset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penghapusan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima
bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.
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jawabkan olgh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara
serah terima barang.

(3) Pertanggungjawaban bantuan untuk partai politik berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemberian bjintuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggung-

BAB IV
TATACARA PENCAIRAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Pencairan Belanja Hibah/Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang

Pasal 15

(1) SKPD membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta
dokumen kelengkapannya kepada SKPKD melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD.

(2) Dokumen keléngkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

d.

Proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari calon penerima
hibah/bantuan sosial;

Pemberian hibah/bantuan sosial lebih dari Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar
rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, tersebut pada
Lampiran 1A Peraturan ini;

Pemberian hibah/bantuan sosial lebih dari Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Wakil Bupati;

Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, tersebut pada
Lampiran IB Peraturan ini;

Pemberian hibah/bantuan sosial lebih dari Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta
rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama
Bupati;

Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, tersebut pada
Lampiran IC Peraturan ini;

Pemberian hibah/bantuan sosial sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima puluh
juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh
Kepala SKPKD atas nama Bupati:

Format Kéi:rutusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, tersebut pada
Lampiran ID Peraturan ini;

Berita Acara Penyerahan hibah dari Kepala SKPD yang terkait sebagai pihak
kesatu kepar:la penerima hibah/bantuan sosial sebagai pihak kedua;

Format HBerita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f, tersebut pada
Lampiran TI Peraturan ini:

Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah/bantuan sosial dari
penerima hibah/bantuan sosial;

Format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah/bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada huruf i, tersebut pada Lampiran III Peraturan ini;



n. Surat Pernyataan Kesediaan Diaudit atas penggunaan hibah/bantuan sosial dari
_ penerima hibah/bantuan sosial;

0. Format Surat Pernyataan Kesediaan Diaudit sebagaimana dimaksud pada huruf
k, tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini;

(3) Dalam hal belanja hibah berupa uang dan barang modal, dokumen kelengkapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan :

a. Perjanjian Hibah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan

* pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Kepala

SKPD atas nama Bupati sebagai Pihak Kesatu dengan penerima hibah sebagai

Pihak Kedua, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai
cukup;

b. Format Perjanjian Hibah sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan ini;

c. Perjanjian Hibah dilampiri dengan Rencana Penggunaan Hibah sebagaimana
tersebut pada Lampiran VI;

Pasal 16

(1) Bendahara Péngeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD untuk
diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala SKPKD.

(2) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

(3) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran DPPKAD untuk dicairkan.

(4) Bendahara Pengeluaran menyampaikan hibah kepada penerima hibah dengan cara
mentransfer ke rekening penerima hibah/bantuan sosial dan atau menyerahkan
secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.

Bagian Kedua

Pencairan Belanja Hibah/bantuan sosial dalam bentuk barang

Pasal 17

Ketentuan tata cara pencairan Belanja Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk barang
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2} dan Pasal 13 ayat (3) diperlakukan
sebagaimana ketentuan yang mengatur sistemn dan prosedur pencairan Belanja langsung
pada SKPD.

BAB V
PERTANGGUNGIAWABAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 18

(1) Penerima hibah/bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan hibah kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait rangkap 2 (dua),
asli disampaikan ke SKPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan
selesai.

(2) Penerima hibah/bantuan sosial wajib memberikan izin kepada pemeriksa fungsional
untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana hibah.

(3) Pemeriksa fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu
berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.



L

(4) Penerima hibah sebesar atau lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
harus diaudit oleh auditor independen yang hasilnya diserahkan kepada Pemerintah
Daerah melalui SKPKD.

(5) Dalam hal hibah diberikan secara bertahap, pemberian hibah tahap kedua dan
seterusnya hanya dapat diberikan setelah penerima menyampaikan |aporan
pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

Pasal 19

Penerima Hibah/Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas
penerimaan hibah/bantuan sosial yang diterimanya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan

Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Jegeaber 220%

BUP LUWU TIMUR,

ENITET AT A N IAS
ok o £SSET DAERAH E*_

DIHAS PENDAPATAN 2557
‘ 5 H. ANDI HATTA M.




(4) Penerima hibah sebesar atau lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
harus diaudit oleh auditor independen yang hasilnya diserahkan kepada Pemerintah
Daerah melalul SKPKD.

(5) Dalam hal hibah diberikan secara bertahap, pemberian hibah tahap kedua dan
seterusnya hanya dapat diberikan setelah penerima menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

Pasal 19

Penerima Hibah/Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas
penerimaan hibah/bantuan sosial yang diterimanya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan
Sosial dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

11206 Sat AN Rl pada tanggal 1® Jegember 2002
" DINAS PENDAPATAR ' ASSET DAERAH
ood -~ = BUPATI LUWU TIMUR,
a -_T ] '_-L_—,Jﬁ‘ ¥ ’:__-_.
SEKDA ﬁ__ Eq
KA. DINAS i i

| H. ANDI HATTA M.
KABID | SEKRL B '* (\
Lﬂeuata'ms',= &m_ JL

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H. A. T.UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR

.......



g

Menimbang

Mengingat

LAMPIRAN IA : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 47 TAHUN

TANGGAL 48 syuupar 2099

Lty s

"BUPATI LUWU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)
e Ay R B e E BNy o S SO

BUPATI LUWU TIMUR,

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan
Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan hibah/bantuan
SOSIR WORRER. R S R

b.  bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



e,

10.

11:

12.

13,

14.

2 kot

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;



16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan

Bantuan Sosial;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan hibah/bantuan sosial kepada ..............
dengan daftar penerima hibah/bantuan sosial*), besaran sert‘c:
peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
ini**);

KEDUA . Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran......... 3

KETIGA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 45 nggeuves 2008
BUPATI LUWU TIMUR,

Tembusan, Yth :

Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;

Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
PPKD Kabupaten Luwu Timur di Malili;

Kabag. Hukum Setdakab. Luwu Timur di Malili;

Pertinggal.

YU B W

*) Coret yang tidak periu
**) Apabila penerima lebih dari satu,

STENPT &7 7 F K 20RDGL BUPATIAUWU TIMUR,
DINAS PENDAPATA: i ASSET
SEKDA | H. ANDI HATTA M

KA. DIk

|.r£|-||{-| C‘FI {1

e st ie




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

|
i : N
: NOMOR 17 TAHU

TANGGAL :
15 Sessnber Zg5d

DAFTAR PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

" No. | Penerima Rp Peruntukan
= S e ; 5 . e e ilatanans
1.
2.
3.
L
¢ .
dst
Jumiah
BUPATI LUWU TIMUR,
*) Coret yang ticdak perﬁ: =
STEMPEL PAFAF KOORDINASI BUPATH LUWU TIMUR,
DINAS PENDAPATAN | ' URIGAN ASSET DAERAH
jrpes T PARAE ! ‘}w
SEKOW, :
KA Dlre )| H.ANDI HATTA M
R _’_‘i‘_h ’. _‘a:




LAMPIRAN IB : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 47  TAHUN
TANGGAL :12 Zosenbar 2099

BUPATI LUWU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN

TENTANG
_ PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)
P i e R R R I R SRR R
BUPATI LUWU TIMUR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan

Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan hibah/ bantuan
SOSTAl BBOBOE ..o iR B R

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



10.

LL.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;



16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan
Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Memberikan hibah/bantuan sosial kepada ..........ccoceviemniiinnininnien
dengan daftar penerima hibah/bantuan sosial*), besaran serta
peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
ini**);

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran.........;

KETIGA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 18 Seseabar 2043

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,
Tembusan, Yth :

Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;

1.
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;

3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4,
5
6
7

Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;

. PPKD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
. Kabag. Hukum Setdakab. Luwu Timur di Malili;

. Pertinggal.

*) Coret yang tidak periu
*+) Apabila penerima lebih dari satu,

BUPATLLUWU TIMUR,

STEM: PEL P 2 P e 3

DINAS PENDARATAN HOAY ASSET DAERAH

| |
i H. ANDI HATTA M
KA. DN
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o —lr—]
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 49 TAHUN

TANGGAL : 13 sesember 2089

DAFTAR PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)
i

Peruntukan
o

| Penerima i Rp
i1 | 2 | 3

. -

LR B

Jumiah ‘

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

) Coret yang tidak perlu R =5
grrar==y ma o s = ARTEIMAL) BUPATI LUWU TIMUR,
DINAS .r‘_!'.‘:.'-\-"-.'.T': LI ASTET DAERAH
S i —tL— H. ANDI'HATTA M
KA O _ . e
l;i.x._‘-- T » j

e U T N L



LAMPIRAN IC : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 49  TAHUN

TANGGAL @ 15 sesember 2088

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

L SOEKARNO HATTA NO. ... TELP, (0474) 321004-005 FAX (0474) 321006
MALILI 92981

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)
REPRLARL .. o rvomeceressrboBiomme o s mmmsdian s mpl prkiin cematmy nran e ERRRA e R AR AN
BUPATI LUWU TIMUR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan

Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan hibah/ bantuan
SOSial Kepada..........cooovveeieiieiiriesiiennreaee e re e

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



®

10.

3 I

12

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 MNomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;



16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan

Bantuan Sosial;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU :  Memberikan hibah/bantuan sosial kepada .............
dengan daftar penerima hibah/bantuan sosial*), besaran serta
peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
ini**);

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran.........;

KETIGA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1% sessaser 2096
a.n. BUPATI LUWU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,
Tembusan, Yth |

1. Bupati Luwu 'Iﬁmur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;

3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;

4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;

5. PPKD Kabupaten Luwu Timur di Malili;

6. Kabag. Hukum Setdakab. Luwu Timur di Malili;
4

. Pertinggal.

*) G oret yang tidak periu

B

STENPEL T Asseroagran BUPATRLUWU TIMUR,
| '[F I

DINAS PENDAPATAN Fu' &
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SEKDA U‘L‘
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u DN? P—
TADIDY SEKRETAA ‘,_:E{;
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 43 TAHUN

DAFTAR PENERIMA HIEAH/BANTUAN SOSIAL*)

Penerima | Rp Peruntukan
N O | 3 | I
A
L 2.
3.
4,
5,
dst. ¥ i
Jumiah
a.n. BUPATI LUWU TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,
*) Coret yang tidak perlu B i
BUPATLAUWU TIMUR,
DINAS PENDAFS 1iGA% ASSET DAERAH

o I S

H. ANDI HATTA M




LAMPIRAN ID : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 47 TAHUN

TANGGAL 13 ‘:IIIH: 2eed

KOP SKPKD

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 17 TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)
KEPADR i s T
BUPATI LUWU TIMUR,
Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan

Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan hibah/ bantuan
e R PO

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 MNomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan
Bantuan Sosial,



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan, Yth :

Wakil Bupati Luwu

O B L

Pertinggal.

*)  Coret yang tidak periu

**) Apabila penerima

STEunE M

DINAS PENDARATAI

[ —

| TSR

MEMUTUSKAN:

Memberikan hibah/bantuan sosial

kepada .......coeeue

dengan daftar penerima hibah/bantuan sosial*), besaran 5erta
peruntukannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan

ini**);

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran......... :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;

Timur di Malili;

Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
Kabag. Hukum Setdakab. Luwu Timur di Malili;

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 Jessaber 2888

a.n. BUPATI LUWU TIMUR
KEPALA SKPKD,

EEAEEREEEEw

lebifr dari satu,

wre

H. ANDI HATTA M



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN
TANGGAL : 13 Zesesaber 2008

DAFTAR PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

No. Penerima Rp Peru_ntukan E
1 ]l 2 L 3 1. 4 |
1.
2.
3. Y
4,
5.
dst. )
Jumiah o A
a.n. BUPATI LUWU TIMUR
KEPALA SKPKD,
*) Coret yang tidak periu . _
BUPATLAQUWU TIMUR,
T 1 1ot DN C ki 4 87T M

A | ¥ H. ANDI HATTA M
[rasifos . Puee h@iﬁf 5



LAMPIHAN 11 : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : W TAHUN

TANGGAL : 18 wasnber 288é
KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

MNOMIOE S occornres { BA. Hibah / 20....

Pada har Ini ...|..coiciciaiinnie T | S bulan ....coeviiennn. tahun dua ribu
........... (20.......) bertempat di (lokasi SKPD), ). ............. Malili, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :
1. Nama

MNIP :

Jabatan : Kepala SKPD

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : Penerima hibah/pendistribusi
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prmsu:: transparansi dan akuntabllltas PIHAK
KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut
kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli
disampaikan ke SKPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
Ka. SKPD,

Nama Ka. SKPD

BUPATI LUWU TIMUR,

s -1

ANDI HATTA M

o =



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN

TANGGAL © 13 _sctudes 280

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
Jabatan A PSR oy 1
Alamat e o o o S

.............................................

Berkenaan dengan hibah/Bantuan Sosial *) yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur melalui SKPD ...........ccooiiiiiiininnnns Kabupaten Luwu Timur untuk kegiatan

............................................................................................................................................

Dengan ini menyatakan kesanggupan :
1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah/bantuan sosial*) sesuai dengan
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor...... tanggal ...........
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
melalui SKPD .......ccocciiiiiiie. , rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke SKPKD
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mafik...........

Mengetahui : Yang menyatakan,
Ka. SKPD
|

Nama Ka. SKPD
11 3 o 1 e et S ARV
|
*) Coret yang tidak periu ;
DINAS FE:F!?.*.:-'.‘.'?_.:.'L... =k | '..‘.'f:'_:.,'ifﬁ"."’;'T oagray BUPA WU TIMUR,

Ny ' l \F

H. ANDI'HATTA M




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : ]  TAHUN

TANGGAL : 13 sesamber Pasb

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT

Yang bertandatangan di bawah ini :

Rama |  oocosossmmiismansindin
|

JEBEIN | Tecamemmmmairesmsss s

Alamat B e R e e e e

Berkenaan dengan hibah/Bantuan Sosial *) yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten

Luwu Timur melalui SKPD ... Kabupaten Luwu Timur untuk kegiatan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengizinkan pemeriksaan oleh aparat
pengawasan fungsional pemerintah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, terhadap
penerimaan hibah/bantuan sosial yang kami terima.

MEI......coi.
Mengetahui : Yang menyatakan,
Ka. SKPD
Nama Ka. SKPD
PN | [S— st eon iy a1 1 0 AP o e AT
*) Coret yang tidak perfu o e
BUPATI LWWU TIMUR,
DINAS PENDAPATA | {ASSET DAERH
B e H. ANDI HATTA M
o ! A ._.r;_.
KASUBIC Joreme Mgl 11 - |



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 43  TAHUN

TANGGAL : 13 sesonbar 2008

KOP SKPD YANG BERSANGKUTAN

PERJANJIAN HIBAH

[y e g ————— . 2
Pada hari ini ......|..cceennnnes BERGOEL i o e Y R tahun dua ribu
............... , bertempat di Malili , kami yang bertandatangan di bawah ini,
I. Nama :
Jabatan : Kepala SKPD
Alamat A [ Malili

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan cleh karena itu sah
mewakili Bupati Luwu Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

[I. Nama
Jabatan
Alamat
Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan
menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah Daerah, maka perlu
memberikan hibah kepada ........ccoooiiiiiiiiiniiiniienn. sebesar RpP......ciccevinvsvenieaneees
T 8

b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan Keputusan
Bupati Luwu Timur Nomor......... tangagal ...........

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat
mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut :

BAB 1
DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur
dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355};

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 200B (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan l.lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomor 45/77);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaart Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang
-Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial,

18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor ............... L. 11 ¢ e tentang Pemberian
Hibah/Bantuan Sosial™) Kepaka .......coumeaommmsisissnsarssemssesssimesesesss sonnssessnnvenss
BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Tujuan
BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan
hibah.
(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
a. Menyerahkan belanja hibah kepada penerima.
b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggung-
jawaban penggunaan hibah.
c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian
ini;

b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati
melalui PIHAK KESATU rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke SKPKD selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;

c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya;



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian
dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian

atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Ka. SKPD,
(Nama Penerima Hibah) (Nama Ka. SKPD)
MIE. esiannmmmisisgmm

*) Coret yang tidak periu

BUPATTI J UWU TIMUR,
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1 LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
g G2 NOMOR : 17 TAHUN
TANGGAL : soscnber 2008

PERUNTUKAN DANA HIBAH

Besarnya Hibah I Rp ......ccoooeriniiiiiininn, (oo me i i S asan s RS sEw RS S )

Peruntukan :

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA
Ka. SKPD,

2 EY W, W ¢ (Nama Ka. SKPD)
o) e, [

3

;‘jmf yang tidak periy
BUPATI LUWU TIMUR,

DINAS PENDAPAT G ASSETONER

5 [ Fag

f' ' b= "{:‘ H. ANDI HATTA M
| W 8
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